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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Narkotika dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk 

pengobatan pada dunia medis.
 
Narkotika digunakan oleh dunia kedokteran untuk 

memanfaatkan zat tersebut diberikan kepada pasien tertentu yang sedang 

membutuhkannya, terutama bekerja agar pasien tidak merasa tersiksa ketika 

dokter atau pertemuan klinis menyelesaikan kewajibannya.
1
 Instansi pemerintah 

seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai yang tugasnya 

mengawasi, menyelidiki, mengusut, dan memberantas peredaran gelap 

narkoba, juga membutuhkan narkoba untuk pendidikan, pelatihan, dan 

keterampilan. Selain manfaatnya dalam pengobatan, narkotika dapat 

membahayakan kehidupan masyarakat dan khususnya kehidupan generasi 

muda penerus bangsa Indonesia jika disalahgunakan. 

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur setiap 

perbuatan manusia dan perundang-undangan di suatu negara. Hak dan kewajiban 

setiap warga negara ditetapkan oleh aturan hukum. Hukum dapat dilihat sebagai 

cara bagi masyarakat untuk menjaga kehidupan sosial tetap terkendali dan 

                                                             
1 Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Independent (Juni 2017), Vol 5 No. 2, hlm. 8, 

https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/71/69, Diakses Pada 9 Januari 

2023 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/71/69
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teratur.
2
 Karena hukum mengatur manusia tentang bagaimana bertingkah laku, 

maka dapat berupa norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum 

perundang-Undangan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Opiat, salah satu refleksi penting menyatakan bahwa obat penenang, 

dari satu sisi, adalah obat atau bahan yang berharga di bidang pengobatan atau 

organisasi kesehatan dan informasi tambahan, tetapi di sisi lain, mereka juga 

dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila salah 

penanganan atau digunakan secara damai. dan pengawasan dan kontrol yang 

hati-hati.
3
  Ini akan memburuk jika diikuti oleh kecanduan narkoba dan lalu 

lintas ilegal, yang dapat membahayakan kehidupan negara dan kualitas sosial 

dan pada akhirnya melemahkan keselamatan publik.
4
 

Dalam pengaturan UU No. 35 2009 tentang Narkotika telah diarahkan 

kepada mereka yang menyalahgunakannya. Kewenangan yang diberikan 

kepada pelaku aksi unjuk rasa pidana sangat ekstrim, selain juga tergantung 

                                                             
2 Titik Triwulan Tuti, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 

1945, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 28 
3  Sri Dewi Rahayu dan Yuli Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara 

Tindak Pidana Narkotika, Journal Of Criminal Law (Februari,2020) Volume 1, Nomor 1,  hlm. 

126, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892, Diakses Pada 10 

Januari 2023 
4  Titik Sri Astutuk, Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotik, Jurnal IUS (Maret,2022), 

Vol.X No.01, hlm. 27, https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964/820, Diakses Pada 

10 Januari 2023 
 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892
https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964/820
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pada penahanan dan denda, yang utama adalah beban titik potong yang paling 

ringan dan paling besar terhadap bahaya pidana, baik penahanan maupun 

denda serta pidana mati yang menunjukkan keseriusan sanksi pidana yang 

diatur dalam Regulasi Narkotika Pasal 111-148 UU No. 35 2009 tentang 

Narkotika yang akan dijatuhkan pidana berupa:
5
  

1. Pidana mati  

2. Pidana penjara  

3. Pidana kurungan  

4. Pidana denda  

5. Korporasi juga dapat dipidana dengan dicabut izin usahanya; 

dan/atau. pencabutan status badan hukum.  

6. Rehabilitasi Medis dan Sosial.  

Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu ancaman bagi kemajuan 

peradaban bangsa Indonesia. Saat ini meskipun penyalahgunaan narkotika belum 

menjadi fenomena yang umum di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, 

masalah ini sangat penting untuk dikaji karena mulai mengarah kepada generasi 

muda di Indonesia. Melalui pemberitaan di media massa dapat di cermati bahwa 

fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia berkembang dari tahun ke 

tahun.
6
 766 kasus penyalahgunaan narkoba dan narkotika terjadi di Indonesia 

                                                             
5 Muhammad Mustafa, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, 

Dan Pelanggar Hukum, Jurnal Konstruksi Hukum, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hlm.16 
6 Ratna WP, “Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika”,(Yogyakarta: Legality, 2017), 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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pada tahun 2021, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Dibandingkan dengan 833 kasus pada tahun sebelumnya, jumlah ini menurun 

8,04 persen. Sementara itu, jumlah tersangka kasus narkoba tahun lalu 

sebanyak 1.184 orang. Jumlah ini juga mengalami penurunan sebesar 9,41% 

dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Selama tiga tahun 

berturut-turut, penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba terus berlanjut. 

Sebelum tahun 2009, jumlah kasus dan tersangka narkoba terus meningkat.
7
 

Bahkan, jumlah kasus narkoba dan tersangka mencapai puncaknya pada 2018. 

Ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dan 1.545 tersangka saat itu. Sejak 

2009 hingga 2021, Sumatera Utara mengalami kasus penyalahgunaan narkoba 

terbanyak secara keseluruhan, dengan 520 kasus. Jawa Timur menempati 

posisi kedua dengan 454 kasus. Lalu, ada 441 kasus penggunaan narkoba di 

Kaltim selama 12 tahun terakhir. Di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, 

terdapat 336 kasus dan 259 kasus kecanduan narkoba secara terpisah.
8
 

Karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif bagi masyarakat, 

bangsa, dan negara, maka jaringan peredaran narkotika tidak diragukan lagi 

telah menjadikan narkotika sebagai masalah nasional dan internasional. 

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga 

                                                                                                                                                                       
hlm. 3 

7  Ali Mahmudan, “Kasus Narkoba Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir”, 

https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir, 

Diakses 10 Januari 2023  
8 Ibid 

https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir
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merupakan bagian dari kepolisian. Kerangka penegakan hukum menempatkan 

polisi di depan pemolisian. Tanggung jawab utama polisi dalam penegakan 

hukum bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diawali 

dengan penyidikan peristiwa pidana.
9
 

Dalam penilaian di awal, keterangan saksi memiliki posisi yang signifikan 

dalam mengungkap demonstrasi kriminal dan memutuskan kewajiban pidana 

terhadap pelakunya. Meskipun demikian, ketika kasus mulai disidangkan, pihak 

yang berperkara atau pengamat diharapkan untuk menyangkal dan tidak mengakui 

data yang diungkapkan dalam kerangka berpikir tersebut di tingkat analitis. 

Padahal, berkas penilaian sebagaimana tergambar dalam berkas agen merupakan 

asumsi yang mendasari bahwa dugaan pelanggaran telah terjadi. Untuk situasi ini, 

pengamat verbal atau pengamat analitik yang menangani kasus harus 

diperkenalkan oleh pemeriksa atau memutuskan untuk menjelaskan kesalahan 

dalam data yang diperkenalkan di hadapan spesialis dan sebelum pendahuluan. 

Otoritas yang ditunjuk akan menindaklanjuti kasus yang sedang dianalisis di 

pengadilan.
10

 

 

                                                             
9 Gemilang, “Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri, Jurnal 

Kepolisian" Jurnal Ilmu Kepolisian (Desember, 2019), Vol. 13 No.3, hlm. 7, 

https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/194/78, Diakses pada 10 Januari 2023 
10 Yahya Harahap (I) , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan 

dan Penuntutan, Edisi II, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),  hlm. 449 

https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/194/78
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Pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk dilalui dalam 

sebuah proses persidangan hukum di Indonesia, mengingat melalui pembuktian 

dapat menentukan tempat tersangka atau tersangka dalam penilaian pengadilan 

apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam aturan acara pidana.
11

 

Hukum dapat menjatuhkan hukuman terhadap tersangka atau pihak yang 

berperkara dengan memikirkan realitas saat ini dan semua bukti yang sesuai, 

sehingga pembuktian menjadi bagian penting dalam menyatakan kesalahan 

tergugat.
12

 Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu:  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang 

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”
13

  

Pembuktian adalah pengaturan-pengaturan yang memuat diagram-diagram 

dan aturan-aturan tentang tata cara yang sah menurut aturan untuk menunjukkan 

kesalahan orang yang dikecam. Pembuktian juga merupakan pengaturan yang 

mengatur pembuktian yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan 

                                                             
11 Amin and Damayanti, Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam 

Persidangan Tindak Pidana Narkotika, Badamai Law Journal (September, 2019), Vol. 4, Issues 2, 

hlm. 287, https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9236/6520, Diakses 11 Januari 

2023 
12  Farahwati, Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan 

Sidang Peradilan Pidana” Jurnal Legalitas (Juni, 2018), Vol. 3 No. 1, hlm. 17-19, 

http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3673/3530, Diakses Pada 11 Januari 2023 
13 Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses, 

JurnalYuridisUnaja(Desember,2018),Vol.1No.2,hlm.22, 

https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-

c81b9beb.pdf, diakses pada 12 Januari 2023 

https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9236/6520
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3673/3530
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oleh hakim untuk membuktikan tanggung jawab yang dipersalahkan
14

 Pada 

Persidangan pengadilan pembuktian unsur kesalahan terdakwa tidak boleh 

dilakukan secara sembarangan dengan cara memberikan Putusan hakim tersebut 

menunjukkan kepastian bahwa pelaku bersalah. Itu harus diperiksa di pengadilan 

untuk menentukan apakah bukti sesuai dengan fakta hukum yang diajukan.
15

  

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau 

mungkin mendekati wawasan material, tepatnya realitas keseluruhan dari suatu 

peristiwa pidana dengan menerapkan pengaturan strategi pidana dengan tekad 

yang sungguh-sungguh dan definitif untuk menentukan siapa pelakunya dapat 

dituntut dalam suatu tindak pidana. pelanggaran. pelanggaran untuk menentukan 

apakah tuduhan itu bersalah. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa termohon 

mencabut artikulasi yang diberikannya di luar pendahuluan atau keterangan yang 

diberikannya kepada pemeriksa pada saat penilaian analitis yang dituangkan 

dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Dimana pernyataan sebagian besar berisi 

keterangan yang berupa sebuah pengakuan terdakwa atas kesalahan yang 

didakwakan kepadanya. Penegasan pemeriksa dan penegasan pendahuluan adalah 

istilah yang bermacam-macam, penegasan yang diberikan di hadapan spesialis 

adalah keterangan tersangka, sedangkan penegasan yang diberikan di pendahuluan 

                                                             
14 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,(Bandung: 

Mandar Maju, 2003), hlm. 48 
15  M. Yahya Harahap (II), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jilid II, cet II: 

(Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 793 



8 
 

 
 

dikenal dengan artikulasi responden.
16

  

Kondisi penolakan dilakukan pada saat penilaian awal pengadilan dan 

harus disertai dengan alasan-alasan yang pokok dan sah. Berita Acara Penilaian 

ditolak sebagai tahap awal dari dugaan kesalahan yang dilakukan dan digunakan 

oleh Pemeriksa Publik untuk melemahkan penuntutan dan tuntutan di tingkat 

awal. Penjelasan yang sering dijadikan alasan penolakan adalah bahwa pada saat 

memberikan keterangan di hadapan penyidik, penggugat dihalangi atau dihalangi 

dengan kekerasan fisik atau mental untuk mengakui kesalahan yang didakwakan, 

tergugat atau saksi tidak bebas atau merasa terpaksa. , atau tambahan sebagai 

akibat dari perawatan di luar jalur. Mena menjadi miring atau kabur selama 

penyelidikan dalam rangka mendapatkan informasi tentang dugaan kejahatan. 

Kehadiran Saksi Verbalisan yang sebenarnya tidak diatur secara tegas 

dalam KUHP, akan tetapi banyak dijumpai dalam latihan-latihan penegakan 

hukum. Mengenai Pasal 163 KUHAP, penjelasan pengamat secara verbal 

diharapkan dapat menjelaskan perbedaan data yang disampaikan oleh responden 

antara saat dilakukan di tingkat analitis dan pada saat penilaian pendahuluan.
17

  

Berikut Penjelasan pada pasal 163 KUHAP menyatakan bahwa : 

                                                             
16 Adam Ilyas, Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia, Masalah-Masalah 

Hukum,JurnalHukum(Januari,2021),Jilid50No.1,hlm.51, 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29797/18833, Diakses Pada 17 Januari 

2023 
17Rendy Christiano & Ruslan Renggong dan Yulia A. Hasan, Kedudukan Saksi Verbalisan 

Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap,Indonesian Journal of Legality of Law 

(Desember,2021), Vol.4 No.1, hlm. 58-63, https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/1194/834, 

Diakses 17 Januari 2023 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29797/18833
https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/1194/834
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“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat 

dalam berita acara hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta 

minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara 

pemeriksaan sidang”
18

 

       Pasal ini menjadikan kehadiran pengamat verbal sering dialami dalam acara 

peradilan. Karena responden sering mengakui bahwa mereka terpaksa mengakui 

tuduhan karena dipaksa atau disiksa oleh penyidik. Dalam Pasal 1 angka 26 

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 

berbunyi :
19

 

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” 

Seorang penggugat memiliki hak istimewa untuk menyangkal atau 

menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya dan memberikan data 

persetujuannya. Dalam hipotesis regulasi pidana, aturan ini disebut non-self-

implication, atau setidak-tidaknya, pihak yang berperkara berhak untuk tidak 

memberikan data yang akan berimplikasi/merugikan kepadanya sebelum sidang. 

                                                             
18  Salut Murniasih, Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat 

Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS), Jurnal Verstek 

(Maret,2019), Vol. 7 No.2, hlm. 192-199, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34306, 

Diakses 20 Januari 2023 
19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981/ No.76, 

TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34306
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Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010 dalam 

kasus tindak pidana Narkotika, Dimana pada Kasus ini terletak pada Saksi 

Pranoto dan Saksi Sugianto yang mendapatkan informasi terkait adanya peredaran 

jenis obat terlarang psikotropika di daerah Polres Sambas, Saksi Pranoto dan 

Saksi Sambas merupakan Petugas Kepolisian Resor Sambas, Kedua Saksi ini 

melakukan pengamatan tempat tinggal terdakwa yang Bernama CONG KET 

KHIONG serta mengamati gerak gerik terdakwa dan melakukan penangkapan 

kepada terdakwa, setelah melakukan penangkapan pada Tanggal 20 Juni 2009, 

Menurut keterangan Terdakwa bahwa obat-obatan ini hendak dihantarkan kepada 

seorang yang Bernama APHIN yang berstatus DPO.
20

 

Dalam hal ini, kualitas petugas kepolisian Pranoto dan Sugianto tidak 

dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk 

menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar 

belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut. Hal ini 

tidak dipertimbangkan Judex Facti dalam peradilan tingkat pertama maupun pada 

peradilan tingkat banding : bahwa Pranoto dan Sugianto dari Pihak keamanan 

kepolisian Resor Sambas yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian 

terhadap terdakwa dan rumah tinggal terdakwa. Bahwa Pranoto dan Sugianto 

selaku Aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan penanganan 

perkara ini serta Pemeriksa Publik dan Majelis Hakim selaku penegak hukum 

                                                             
20 Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010, hlm. 4 
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yang langsung berhubungan dengan penanganan perkara ini tidak diperkenankan 

bertindak sebagai pengamat atas keadaan tersebut.
21

 Tingkat pemeriksaan 

yudisial, khususnya tingkat penyidik, tingkat penyidikan, tingkat prapenuntutan, 

dan tingkat pemeriksaan di pengadilan, merupakan perbedaan peran ketiga 

penegak hukum tersebut. Terlihat adanya kepentingan di tingkat yudikatif ini 

dalam menjalankan tanggung jawab penegakan hukum yang terkait langsung 

dengan penanganan kasus ini, Saksi Penyidik pada sidang umumnya dikenal 

sebagai saksi verbal, dimana saksi verbalisan adalah pengamat analitis yang 

menjadi pengamat mengingat responden menyatakan bahwa berita acara penilaian 

dibuat dalam tekanan atau tekanan. Selama penyidik memenuhi syarat yang diatur 

dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, penyidik yang memberikan keterangan 

mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya..
22

 

Masalahnya adalah substansi penjelasan mereka yang bermasalah setelah 

penangkapan yang dianggap tidak adil untuk situasi ini. Yang perlu dicermati lagi 

adalah posisi dokter untuk kasus ini. Yang dinilai berpotensi menimbulkan 

benturan kepentingan adalah peran penyidik sebagai pihak yang menangkap para 

terdakwa dan memeriksa saksi-saksi. Jika melihat evaluasi terhadap kinerja 

penyidik jika mengungkap tindak pidana tersebut, bisa saja terjadi konflik 

kepentingan ini karena pernyataan penyidik menjadi kurang bebas dan objektif. 

                                                             
21 Ibid 
22 Ibid 
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Dalam Putusan Mahkamah Agung memiliki penilaian terhadap Nilai 

Pembuktian yang disampaikan oleh Saksi khususnya Saksi Penyidik pada Perkara 

Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan Sebaliknya, pihak kepolisian dalam 

pemeriksaan a quo memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut agar mereka 

dapat memanipulasi keterangan dan memastikan kasus yang ditanganinya berhasil 

di pengadilan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut harus memberatkan atau 

menyudutkan mereka. Padahal seharusnya saksi bersifat Netral tanpa pamrih, 

tidak memihak, adil dan benar (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). 

Artinya, polisi yang melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pemeriksaan tidak 

bisa dibawa ke pengadilan untuk ditegaskan sebagai saksi karena jabatannya sarat 

dengan kepentingan. Namun, selama menjadi saksi lisan, sebagaimana diakui 

Mahkamah Agung, kehadiran penyidik atau penyidik Polri tetap bisa dihadirkan.
23

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik 

meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam 

Penetapan Saksi Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor. 

1531 K/Pid.Sus/ 2010)”. 

 

 

 

 

                                                             
23 Ibid 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan penyidik tidak 

bisa sebagai saksi dalam perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 

K/Pid. Sus/ 2010 ? 

2. Bagaimanakah kedudukan penyidik yang dijadikan sebagai saksi 

dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. 

Sus/ 2010 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun 

tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

penetapan penyidik tidak bisa sebagai saksi dalam perkara Narkotika 

pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyidik yang 

dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan 

Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis kepada banyak orang, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini, dapat berkontribusi pada pengembangan 

hukum acara pidana secara umum dan, lebih khusus lagi, 

penyertaan saksi verbalisan dalam persidangan kasus pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat menjadi 

pedoman bagi dunia akademisi, praktisi hukum dan masyarakat 

dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal memberikan 

kesaksianya di depan pengadilan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya jangkauan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, 

maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih 

terarah sehingga memperoleh tujuan analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai 

dengan permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi 

pada bagaimana keterangan penyidik yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas 

perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010. 
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F. Kerangka Teori 

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai dasar dari analisis untuk 

fenomena dalam penelitian ini antara lain : 

1. Teori Pembuktian Berupa Undang-Undang Secara Negatif (Negative 

Wettelijk Bewijs Theorie) 

Pada tingkat dasar, kerangka pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (Negative Wettelijk Bewijs Theorie) 

menemukan bahwa otoritas yang ditunjuk mungkin dapat menghukum 

seorang tergugat jika bukti masih di udara oleh peraturan dan juga 

dikuatkan oleh kepercayaan juri. di hadapan konfirmasi ini. Menurut 

Pasal 183 KUHAP, pernyataan tersebut di atas :
24

 

 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang  kecuali 

apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” 

Melalui aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-

Undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir-anasir, yaitu : 

a. Sistem dan strategi verifikasi sesuai pembuktian yang dibatasi 

oleh peraturan; Juga, 

                                                             
24 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 
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b. Untuk menegaskan, kewenangan yang ditunjuk sudah pasti, baik 

secara fisik maupun prosedural.
25

 

Menurut penjelasan Pasal 183 KUHAP, tujuan ketentuan ini adalah 

untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang. 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis 

hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan 

berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa 

yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan 

syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.
26

 Dalam 

pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan 

hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.
27

 Menurut Rusli 

Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam 

yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis :
28

 

                                                             
25 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2005), hlm 5. 
26  Fira Mubayyinah, Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan 

Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, AL-HIKMAH Jurnal Study 

Keislaman(Maret,2017),Vol.7No.1,hlm.44, 

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3082/2217, Diakses Pada 

4 Februari 2023 
27  Anton Widodo, Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Civic Hukum (November, 2022), Vol 7 No.2,  hlm. 208, 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116/11626, Diakses Pada 6 

Februari 2023 
28 Lilik Mahsun, Pengaruh PERMA NO. 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim 

yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.), Jurnal Universitas Janabadra 

(Mei,2020),CerakaJustisia,Vol.1No.1,hal.51-65, 

https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701/539, Diakses Pada 7 

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3082/2217
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116/11626
https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701/539
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a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh 

hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di 

pengadilan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk 

diperhitungkan pada saat mengambil keputusan. Yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Dakwaan Penuntut Umum. 

Dakwaan merupakan “dasar hukum acara pidana karena 

berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan” 

Selain memuat karakter terlapor, penuntutan juga memuat 

gambaran tentang perbuatan salah yang dituduhkan yang 

mengacu pada setting keseluruhan perbuatan salah itu 

dilakukan. Tuduhan yang telah dibacakan ke pengadilan 

adalah yang menjadi pertimbangan hakim.
29

 

2. Keterangan Terdakwa. 

Selain memuat karakter terlapor, penuntutan juga memuat 

gambaran tentang perbuatan salah yang dituduhkan yang 

mengacu pada setting keseluruhan perbuatan salah itu 

                                                                                                                                                                       
Februari 2023 

29 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya,2007), 

hlm. 212 
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dilakukan. Tuduhan yang telah dibacakan ke pengadilan 

adalah yang menjadi pertimbangan hakim.
30

 

3. Keterangan Saksi. 

Sepanjang keterangan itu berkaitan dengan suatu peristiwa 

pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan harus 

disampaikan di sidang pengadilan dengan sumpah, maka 

keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti.
31

 

4. Barang-Barang Bukti. 

Yang dimaksud dengan pembuktian di sini adalah semua 

barang yang dapat disita dan diajukan oleh pemeriksa umum 

di bawah pengawasan sidang yang mantap, yang meliputi :
32

 

a. Barang atau perkara tersangka atau penggugat 

seluruhnya atau sebagian dari jalan yang diklaim 

diperolehnya dari suatu kesalahan atau sebagai imbalan 

dari suatu kesalahan.Benda yang dipergunakan secara 

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkan 

b. Benda-benda yang digunakan untuk menghalangi 

pemeriksaan. 
                                                             

30 Ibid 
31 Ibid, hlm. 213 
32  M. Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

DenganPenjelasan Resmi dan Komentar, (Bogor: Politeia, 2007), hlm. 46 
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c. Hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan.
33

 

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. 

Bagian peraturan hukum pidana ini selalu dikaitkan dengan 

perbuatan terdakwa dalam praktek persidangan. Dalam hal 

ini, pemeriksa umum dan hakim berusaha untuk 

menunjukkan dan melihat melalui metode pembuktian 

apakah kegiatan para pihak yang berperkara telah atau belum 

memenuhi komponen-komponen yang dibentuk dalam 

kerangka pikir pedoman peraturan pidana tersebut.
34

 

b. Pertimbangan Non-Yuridis. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-

yuridis adalah sebagai berikut :
35

 

1. Latar Belakang Terdakwa. 

Landasan kegiatan responden adalah apa yang terjadi yang 

mempengaruhi keinginan utama wilayah kekuatan untuk dan 

pihak yang berperkara untuk melakukan kesalahan. 

 

 
                                                             

33 Ibid 
34 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: PT. Grafindo 

Persada. 2006). hlm. 133. 
35 Ibid, hlm. 135 
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2. Akibat Perbuatan Terdakwa. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang berperkara 

tentu saja membawa korban atau kesialan bagi pihak lain. 

Sejatinya, akibat perbuatan pihak yang berperkara dari 

pelanggaran yang dilakukan juga dapat berdampak buruk 

terhadap wilayah setempat yang lebih luas di masyarakat, 

paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa 

terancam. 

3. Kondisi Diri Terdakwa. 

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun 

psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula 

status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik 

dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 

keadaan psikis dimaksudkan adalah berhubungan dengan 

perasaan yang dapat berupa: ketegangan dari orang lain, 

perenungan yang gaduh, berang dan lain-lain.
36

 

 Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah 

predikat yang dimiliki dalam masyarakat. 

 

 

                                                             
36 Ibid, hlm.139 
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4. Agama Terdakwa. 

Keterkaitan para juri dengan pelajaran yang tegas tidak cukup 

untuk menempatkan Ketuhanan pada pilihan teratas, namun 

harus menjadi proporsi penilaian dari setiap kegiatan baik 

kegiatan otoritas yang ditunjuk itu sendiri maupun khususnya 

kegiatan para pelaku pelanggaran. Perenungan non-yuridis 

hakim juga disebut humanistik. Pertimbangan sosiologis 

hakim yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum 

menyatakan bahwa hakim berkewajiban memeriksa, 

mengikuti dan memahami sifat-sifat sah dan rasa keadilan 

yang hidup di mata masyarakat.
37

 Faktor yang harus 

dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan adalah sebagai berikut :
38

 

a. Berfokus pada sumber-sumber regulasi dan nilai-nilai tidak 

tertulis yang hidup di mata publik. 

b. Berfokus pada sifat-sifat hebat dan buruk dari pihak yang 

berperkara serta sisi positif yang melegakan dan menjengkelkan 

dari pihak tergugat. 
                                                             

37 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ 

No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM 
38 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya,2007), 

hlm. 218 
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c. Berfokus pada apakah ada keharmonisan, kerusakan, pekerjaan 

orang yang bersangkutan. 

d. Faktor wilayah setempat, khususnya iklim di mana hukum itu 

berlaku atau diterapkan. Tujuan pasal 5 ayat 1 adalah agar hakim 

dan hakim konstitusi mengambil keputusan yang sejalan dengan 

hukum dan rasa keadilan rakyat. 

e. Unsur sosial, khususnya karena imajinasi dan rasa dalam melihat 

dorongan manusia dalam aktivitas publik.
39

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum 

yuridis normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang 

diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian
40

. 

 

 

                                                             
39 Ibid 
40 Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,(Mataram-NTB: Mataram University Press: 

2020) hlm.96 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang. 

  Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini 

dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara 

komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas 

dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
41

 

b. Pendekatan kasus (case approach)  

    Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di 

Indonesia maupun di negara lain.
42

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam menjawab 

permasalahan penelitian ini yaitu data sekunder seperti bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

                                                             
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm 133. 
42 Ibid  
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a. Bahan hukum primer. 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum 

Pidana LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 

hlm. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 

HLM. 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062. 

4. Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010 A.N Terdakwa KET 

SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN. 

b. Bahan hukum sekunder 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum 

sekunder adalah bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum 

primer dan bisa membantu menganalisis hingga mendapatkan 

uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, tulisan para 

ahli, hasil karya ilmiah dan juga hasil penelitian. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, 
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tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain 

sebagainya.
43

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberi pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, 

serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian 

ini.
44

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 

Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Jenis penelitian ini 

melibatkan melihat data sekunder atau literatur, juga dikenal sebagai 

bahan referensi di bidang hukum atau referensi di bidang hukum. 

Kajian terhadap sumber atau bahan tertulis yang dapat digunakan 

untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan 

berupa kutipan sejumlah buku, argumentasi yang dikemukakan oleh 

                                                             
43 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006), hlm.196. 
44 Soerjono Soekanto Dkk, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 13. 
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sarjana hukum ternama, artikel yang dimuat di surat kabar dan 

majalah, dan sebagainya.
45

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan disusun 

dalam suatu pola, kategori, dan uraian mendasar. Analisis data 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap 

semua data sekunder yang diperoleh guna memberikan solusi terhadap 

permasalahan penelitian.
46

 Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-

fakta umum. Kesimpulan khusus ditarik untuk saran masa depan. Data 

akan disajikan dengan gaya bahasa penulis sendiri agar mudah 

dipahami dan menjawab permasalahan pada bab selanjutnya.
47

 

6. Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan  kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk 

memberikan Pemikiran yang secara induktif mampu memberikan 

penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan 

yang sifatnya khusus menjadi pembahasan dan kesimpulan yang 

sifatnya umum, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi 

ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari 

                                                             
45 Ibid 
46 Ibid 
  47 Ibid 
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permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat yang diwakilkan 

dalam penelitian ini.
48

  

                                                             
  48 Ibid 
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